Page | 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek
Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan  meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2008 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 534,53 trilyun yang kurang lebih merupakan 70% dari penerimaan APBN tahun 2008.
Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi sebuah kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pajak inilah pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi serta sarana lain di biayai, serta pembiayan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. 
 Pajak merupakan iuran wajib kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilannya adalah Pajak penghasilan.
Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
Undang-undang yang digunakan untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah Undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.
Namun dalam pelaksanaannya terdapat wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana prosedur dalam penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan mereka, terutama pelaporan di kantor pelayanan pajak. Hal ini sangat diperlukan untuk kenyamanan dan pelayanan wajib pajak disamping meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan kerja praktek untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas yang kemudian disusun dalam laporan kerja praktek dengan mengambil judul “Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas”.

1.2 Tujuan Kerja Praktek
Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek
Adapun kegunaan dari pelaksana kerja praktek ini adalah:
1. Bagi Penulis
Menambah ilmu, pengetahuan, serta pengalaman, terutama dalam penyusunan dan pelaksanaan Manajemen Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, memantapkan mahasiswa untuk berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mempraktekkan keterampilan  yang sudah diperoleh di bangku kuliah.
2. Bagi  Perusahaan
Sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21.
3. Bagi Pihak Lain
Menjadikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pelajaran serta pengalaman. Selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap laporan kerja praktek ini. 

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek
Adapun lokasi untuk melaksanakan kerja praktek ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung Telp (022)-7304525, Faxsimile (022)-7304561. 
Kerja praktek yang dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 9 Juli 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009. Dimana hari kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
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